
竪塑磁｢間

wAL工Ko払slBOLGA

pROv工Ns工suMATERA u払RA

pERATURAN WAH Ko船s工BOLGA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TEN皿NG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRON重K

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH Ko皿slBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko船slBOLGA,

Menimbang : a･ bahwa dalam r孤gka mew可udkan tata kel｡Ia

pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif,

transparan, dan akuntabel se巾a berkualitas, dan untuk

menindaklanjuti ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan

打esiden No平or　95　Tahun　2018　tentang Sistem

Pemehntahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan

keb主jakan sistem peme正ntahan berbasis elektronik di

Lingkung紬でPemehntah Kota Sibolga;

b･ bahw尋berdas紬kan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Penyelenggaraan Sistem Peme正ntahan Berbasis

Elek血onik di轟ngkungan Peme正ntah Kota Sibolga;

Mengingat　‥ 1･ Undang-Und紬g Nomor　8　Drt･ Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Neg紬a Republik　重ndone8ia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lemb紬an Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2･ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten屯ng pel争yanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lemb紬an Neg紬a Republik

重ndonesia Nomor5038) ;

3･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　ten屯ng

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik

工ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar紬

Neg紬a Republik　量ndonesiaNomor　5587) sebagaimana

telah diubah beberapa k瓢i terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan kedua

atas Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar紬

Negara Republik重ndonesia Nomor 5679);

4･ U融のれg-L九dang....



4. Peraturan Peme正ntah Nomor　61 Tahun　2010　tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14　Tahun　2008

tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tamb血an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 49) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 112);

7. Peraturan Mente正　Komunikasi dan lnめ調atika Nomor

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007　tentang Panduan

Umum Tata Kelola Teknologiエnめmasi dan Komunikasi

Nasional;

8. Peraturan Mente正Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reめ調asi Birokrasi Nomor　5　Tahun　2018　tentang

Pedoman Evaluasi Sistem Peme正ntahan Berbasis

Elek廿onik (BeriぬNeg紬a Republik工ndonesia Tahun 2018

Nomorl 54);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan工nめmatika Nomor 8

Tahun　2019　tentang Penyelengg餌aan Urusan

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan

工nめma寄ka (Behta Negara Republik　工ndonesia Tahun

2019 Nomor 1026);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Beh屯Negara Republik重ndonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAH KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI

HNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas瓢1

Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dimaksud dengan :

1.　Daerah adalah Kota si比lga.

2.　Peme正ntah Daerah adalah peme正ntah Kota sibolga.

3. Wali Kota adalah w瓢i Kota sibolga.

4.　Sekreta正s Daerah ad瓢ah sekretaris Daerah Kota sibolga.

5.　Dinas Komunikasi dan Inめmatika, yang sela両utnya disebut Dinas adalah

Dinas Komunikasi dan量nめ調a也ka Kota Sibolga.

6.Kepala....



6. Kepala Dinas Komunikasi dan Inめmatika, yang sela可u血ya disingkat

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan lnめmatika Kota

Sib018a.

7. Perangkat Daerah yang sela可u血ya disingkat pD adalah perangkat Daerah

di lingkungan Peme正ntah Daerah･

8. Teknologi工nfbmasi dan Komunikasi, yang sela可u血ya disingkat T工K

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses,　mengumumkan,　membuat laporan menganalisis

memindahkan inめmasi dan/ atau menyebarkan inめmasi antar media･

9. Sistem Pemehntahan Berbasis Elek廿onik, yang sela可u血ya disingkat

SPBE adalah penyelengg紬aan pemehn血han dengan memanぬatkan

teknologi inめmasi dan komunikasi untuk membe正kan layanan kepada

pengg叫na SPBE.

10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendesk正psikan integrasi

proses bisnis, da屯dan inめmasi, in血as廿uktur SPBE, aplikasi SPBE, dan

keamanan SPBE untuk menghasilkan l争yanan SPBE yangte正ntegrasi･

1 1. Pen毅una Sistem Peme正ntahan Berbasis Elektronik, yang sela可utnya

disebut pen幾una SPBE adalah semua pemangku kepentingan y紬g

memanfaatkan layanan SPBE) antara lain Pemehntah) masyarakat dan

pelaku usaha.

12. Layanan Sistem Peme正ntahan Berbasis Elek廿onik, yang sela可utnya

disebut L争yanan SPBE adalah請ngsi da轟　sistem aplikasi SPBE yang

membe血kan manぬat kepada pengguna SPBE.

13. Sistem Inめmasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi peny宣mpanan

dan pengelolaan inめmasi serta mekanisme penyampaian inめmasi dah

Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,

tulisan　血tin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau

bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

14.工nめmasi adalah keterang狐, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan　めrnat sesuai dengan perkembangan

teknologi inめmasi dan komunikasi sec紬a elektronik ataupun non

elektronik.

15. Inめmasi elektronik adalah s址u atau sekumpulan data elektronik,

termasuk te屯pi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto,劇edrior訪e Datcz h耽erchange /EDJ/, surat elektronik

/ezectroれ壬c m切telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, Kode Akses, simbol, atau perめras工yang telah diolah yang memili虹

a止i atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

16. In打as血uktur Teknologi, yang sela垂utnya disebut ln血astruktur adalah

perangkat keras, perangkat lunak danねsilitas yang me可adi penu垂ang

utana untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan

dan penyimpanan da屯ser屯membehkan layanan SPBE.

17.工n紅astruktur Umum Perangkat Daerah, yang sela垂utnya disebut

in紅astruktur Umum PD ad血ah in血as廿uktur pendukung operasional

intem粗PD selain LAN, yang secara umum dimili貼oleh setiap PD antara

lain seperti personal komputer, laptop, phnter, mesin fax, so匠yare

perkantoran, dan sejemsnya.

1 8. Jri珂ast関東蝕r.…



18. In血as廿uktur Khusus Perangkat Daerah, yang sela垂utnya disebut

ln打astmktur Khusus PD adalah in紅astruktur khusus yang dibutuhkan

oleh PD te巾entu guna mendukung uraian tugas pokok d紬請ngsi antara

lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejemsnya

19. Jaringan Lokal (LocoZ Area I軸uor*), yang selanjutnya disebut LAN adalah

sekelompok komputer dengan per紬gkat pendukun弧ya, y紬g terhubung

dan dapat berkomunikasi dalam area kelja tertentu.

20. Jaringan Met7℃ Area I闘#oγk, yang selanjutnya disebut MAN adalah suatu

｣紬ng紬komputer y紬g dapat mencakup area yang lebih luas dan

men務unak組　teknologi yang lebih can謡ih d紬i LAN, yang m紬a

me両袖gkau hin艶a 10 s/d 50 km･

21.恥sat Da屯ad瓢ah suatu魚silitas yang digunakan untuk menempatkan

sistem komputer d紬komponen-komponen terkai血ya untuk keperluan

penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

22. msat pemulihan bencana (Disαsfer Recoひeru Ce7itert adalah suatu fasilitas

y紬g di即nak紬untuk memulihk紬kembali da屯atau inあmasi serta

細ngsi血ngs宣penting SPBE yang terg紬鍵u atau rusak akibat te垂dinya

bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia･

23. Aplikasi ad粗ah satu atau sekumpul孤program komputer d紬prosedur

yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

24･ Aplikasi umum adal血aplikasi SPBE y紬g sama, standar dan digunakan

secara berbagi pakai oleh lebih da正satu PD･

25. Aplikasi馳usus ad瓢血aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan,

dikelola dan/atau di糾nakan oleh PD te巾entu guna mendukung uraian

tugas pokok dan血ngsi se轟a memenuhi kebutuhan khusus PD･

26. Sumber Daya Manusia Teknologi Infomasi Komunikasi, yang selanjutnya

disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah ASN pada setiap PD yang

berhubungan dengan pengelolaan teknologi inめmasi dan komunikasi･

27. Tata Kelola Teknologi賞nめrmasi dan Komunikasi yang sela垂utnya disebut

Tata Kelola TIK adalah s廿uktur, proses, dan mekanisme untuk

memastikan keselarasan TIK dengan t巾uan dan proses bisnis PD, realisasi

potensi manぬat ⅢK, pengelolaan resiko T工K, dan op也malisasi sumber

dayaT工K.

28.Hoses TIK, yang sela垂u血ya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-

aktivi屯s terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan

menghasilk狐luaran te巾entu ･

29･ Perangkat Daerah Mandi正TIK ad粗ah Perangkat Daerah yang dinilai telah

mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau

in紅astruktur SPBE.

30. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang

berdas紬kan uraian tugas d紬請ngsinya merupakan penan務ung｢awab

layanan dimaksud.

3 1 ･量nteroperabilitas adalah k○○rdinasi dan kolaborasi ant餌proses bisnis dan

an屯r siste皿elektronik, d血am r盆ngka pe血ukaran data, inめmasi址au

layanan SPBE.

32. Keamanan inめmasi adalah perlindungan da屯dan血めrmasi d粗am SPBE

dari akses, pengguna紬, pengubahan, penggandaan, penyebaran,

penghapusan, gangguan, dan/a屯u penghancuran oleh pihak yang tidak

berwenang.

33. Repos]’fo7i’....



33･ Reposit〇五adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai

dokumentasi aplikasi lainnya･

BAB工1

MAKSUD, TUJUANタDAN PR工NSIP

Pasal2

(1) Maksud ditetapkamya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur

pelaksanaan SPBE di lingkung紬Pemerintahan Daerah dengan mengacu

Rencana工nduk SPBE.

(2) Peraturan Wali Kota ini be允可uan untuk memberikan acuan, pedom紬

dan panduan pelaksana紬SPBE di lingkungan Peme正ntah Daerah･

Pasal 3

(1) SPBE dilaksanakan dengan phnsip :

a. Efektivitas;

b. Kete申aduan;

c. Kesinambungan;

d. E鯖siensi;

e. Akuntabilitas;

f. Interopabilitas; dan

9. Keamanan･

(2) Efektivitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

optimalisasi pemanぬatan sumber daya yang mendukung SPBE yang

berhasil guna sesu証dengan kebutuhan･

(3) Keteapaduan., sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE ･

(4) Kesinambungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakap
keberla可utan SPBE sec紬a terencana, bertahap, dan terus menerus sesu糾

deng狐perkembangannya･

(5) E鱒siensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huⅢf d merupakan

optim瓢isasi peman魚a屯n sumber daya yang皿endukung SPBE yang tepat

轡una･

(6) Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan

k匂elasan血ngsi dan pe轟anggun割awaban dari SPBE･

(7) Interoperabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan
k○○rdinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan ant紬sistem elek廿onik,

dal劃r狐gka pe轟ukaran data, inめ皿asi, atau layanan SPBE･

(8) Keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (i) bumf g merupakan
kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (れon

rept/dJa枕on) sumber daya yang mendukung SPBE･

BABH….



BAB1I工

TATA KELo払spBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Tata Kelola SPBE be直中uan untuk memastikan penerapan unsur~unsur

SPBE secara terpadu.

(2〉　Unsur - unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Rencana Induk;

b. Arsitektur;

c. Peta Rencana;

d. Rencana dan Anggaran;

e. Proses Bisnis;

f. Data dan重nめmasi;

9. In紅as廿uktur;

h. Aplikasi;

i. Keaman紬; dan

j. Layanan･

Bagian Kedua

Rencana工nduk Sistem Peme正ntahan Berbasis Elektronik

Pasal 5

(1) Rencana重nduk SPBE ber叫uan untuk membe正kan arah pelaksanaan

SPBE yang terpadu danberkesinambungan･

(2) Rencana重nduk SPBE p瓢ing sedikit memuat:

a. visi, misi, t可uan, dan sasaran SPBE;

b. arah keb主jakan SPBE;

c. s廿ategi SPBE;

d. arsitektur SPBE; dan

e･ peta rencana s廿ategis spBE･

(3) Rencana Induk memuat paling sedikit tahapan penilaian:

a. kondisi SPBE saa心ni;

b. kondisi SPBE yang ingin dicap糾;

c. an血isis kese叫angan yang teヰadi;

d. petajalan untuk memenuhi kese叩angan; din

e.紬血isis es血masi anggaran yang dibutuhkan･

(4) Rencana工nduk SPBE disusun berdasarkan Rencana工nduk SPBE Nasional,

Rencana Pembangunan J紬gka Pa垂ang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Grand Design Reめmasi Birokrasi･

/5/ Peri拘Is耽れan....



(5) Penyusun紬　Rencana lnduk SPBE dik○○rdinasik紬　oleh PD yang

menyelen鶉arakan urusan peme正ntahan di bid紬g perencanaan

pembangunan daer血d紬/atau PD yang menyelen饗arak紬urusan

peme正nt血an di bidang komunikasi dan inめma仕ka･

(6) Rencana工nduk SPBE disusun d紬ditetapk狐deng紬Pera血r狐W址Kota･

Pasal 6

(1) Renc紬a lnduk SPBE sebagaim紬a dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat

dilakuk紬reviu se心ap 5 (lima)屯hun a屯u sewaktu-waktu berdasarkan:

a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE;

b. perubahan kebijakan strategis nasional; dan/atau

c. perubahan Renc紬a Pembangunan J紬gka Meneng祉Daerah･

(2) Pemantauan dan evaluasi Rencana lnduk SPBE dikoordinasikan oleh PD

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangun紬daer血dan/ atau bid紬g komunikasi d紬inめma心ka･

Bagian Ketiga

Arsitektur Siste皿Peme正ntahan Berbasis Elek血onik

Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE be叫u紬　untuk memberikan panduan dalam

pelaks紬aan integrasi打oses Bisnis, da屯dan infbmasi, Inぬs廿uktur

SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk men8hasilkan I,ayanan

SPBE yangterpadu.

(2) Arsitektur SPBE disusun bersama dengan berpedoman pada Arsitektur

spBE Nasional dan Rencana Pemban糾nan J紬gka Menengah Daerah･

(3) Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat

domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur data dan infomasi,

domain arsitektur量nぬstⅢktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE,

domain arsitektur Keamanan SPBE dan domain arsitektur Layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali
Kota.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk狐untuk:

a. jan嚢ka wak血5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapk紬

sesuai jangka waktu RエリMD; atau

b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE

ditetapk組pada saat tahun be轟瓢an R剛MD･

(6) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional,
w瓢i Kota berk○○rdinasi d紬dapat皿elakukan konsultasi deng紬menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(7) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir

pelaks紬a紬aぬu sewaktu-waktu sesu証dengan kebutuhan･

/8/ Re��fﾆﾂ粐籵



(8) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dilaku kan be rdasarkan :

a･ perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;

c･ pe則bah紬pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud d粗am Pasal 4

ayat (2) huruf d sampai dengan hurufj;atau

d. Perubahan Rencana Pe皿bangunan Jangka Menengah Daerah･

(9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan

oleh Dinas.

(10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan

oleh Wali Kota.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE

Pasal 8

(1) Peta Renc紬a SPBE disusun deng紬be坤edom紬pada Peta Rencana SPBE

Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pemban糾nan J紬gka Menengah

Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah･

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Wali Kota.

(3〉　Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

untuk:

a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan

sesuai jangka waktu RPJMD; atau

b. kur紬g dad jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE

ditetapkan pada saat tahun beljalan RPJMD.

(4) Untuk menyel紺askan Peta Renc紬a SPBE dengan Peta Rencana SPBE

Nasional, Wali Ko屯berk○○rdinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan

mente正yang menyelen綬arakan urus劃pe皿e正ntahan di bidang aparatur

ne8ara･

(5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir

pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan･

(6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

berdasarkan :

a･ perubahan Peta Rencana SPB巴Nasional;

b･ perubahan rencana s廿ategis Peme正ntah Daerah;

c. perubahan Arsitektur SPBE; atau

d. basil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(7) Re高u Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

oleh PD yang menyelen畿arakan urusan peme正ntahan di bidang

komunikasi dan infbmatika.

BagiaれKeiima ….



Bagian Kelima

Rencana Dan An認aran Sistem Peme正ntahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan

pengan幾組an tahunan pemehntah･

Pasal10

(1) Pemerintah Daerah menyusun renc紬a d紬紬gg紬an SPBE sebagaimana

dimaksud dala皿Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan

Peta Rencana SPBE.

(2) Untuk kete岬adu孤renc紬a dan紬鶉aran SPBE, penyusun狐rencana dan

an綬ar紬SPBE dik○○rdinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan

pemehnt血an di bidang perencana紬pembangun紬daerah d紬PD y紬g

menyelen綬arakan uⅢs紬　peme正nt血紬　di bidang ko皿unikasi dan

infbmatika.

(3) Perenc紬aan dan peng紬幾組an SPBE pada setiap PD haⅢs mendapatkan

rekomendasi da正PD yang menyelen籠紬akan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan infb調a心ka･

Bagian Keenam

町oses Bisnis

Pasal11

(1) Penyusunan打oses Bisnis be正面u紬untuk membe正kan pedo皿an dalam

penggunaan data dan止めmasi se正a penerapan Aplikasi SPBE, Keaman紬

SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Peme正ntah Daer血menyusun打oses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur

SPBE.

(3) Setiap PD menyusun打oses Bisnis berdasark紬pada Arsitektur SPBE dan

mengacu pada Rencana S廿ategis PD･

Pasal12

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung

pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang

te正n tegrasi.

Pasal13

Dalam penyusunan打oses Bisnis seb包gaimana dimaksud dalam Pasalユ1 dan

Pasal 12, Wall Kota berk○○rd血asi dengan PD yang ditu可uk dan dapat

melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang

menyelen採arakan umsan organisasi dan tata laks紬a, menteri yang

menyelen認arakan urusan peme正ntahan di bidang aparatur negara d盆n

menteh yang menyelengg紬akan urusan peme正ntahan d粗am nege五･

Bagian Ket可uh

Data dan工n士bmasi

Pasal 14

(1) Data dan inめmasi mencakup semua jenis data dan inめmasi yang

dimili貼　oleh　量nstansi msat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang

diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

p) Pe肌er庇aれ....



(2) Pemerintah Daerah men幾世nak紬　data d紬inねmasi sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (i) dalam SPB田･

(3) Penggunaan data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan deng紬　mengutamakan bagi pakai data dan inめ皿asi

Pemehntah Daerah dengan berdas紬kan叫uan dan cakupan, penyediaan

akses data dan inめmasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data

dan inめrmasi.

(4) St紬dar interopabilitas data dan inめmasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Dinas･

(5) Peme正nt血　Daer血　men務unakan data dan　血めrnasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(6) Penyelen幾組a餌tata kelola da屯dan inめ皿asi Pemerinぬh Daer血

dik○○rdinasikan oleh PD yang menyelen蕊arakan urusan peme正ntahan di

bidang perencanaan pembangunan daerah･

Bagian Kedelapan

工n打astruktur Sistem Peme正ntahan Berbasis Elektronik

Pasal15

(1)量nぬstruktur SPBE Pemehntah Daerah terdi正atas :

a. pusat Data pemehntah Daerah;

b. Ja轟ngan ln廿a Peme轟ntah Daerah; din

c. sistem penghubung Layanan peme正ntah Daerah･

(2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai

olehPD.

(3) Ja正ngan宣n億a Peme正nt血Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan Ja正ngan lntra yang diselen籠arakan oleh Pemerintah

Daerah untuk menghubungkan ant紬simpul jaringan dalam Pemehntah

Daerah.

(4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan yang

diselen幾組akan oleh Peme正ntah Daerah untuk melakukan pertukaran

Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Pen籠unaan賞n舟as廿uktur SPBE Peme正ntah Daerah ber叫uan untuk

meningkatkan e鱒siensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam

rangka memenuhi kebutuhan ln紅astruktur SPBE bagi Pemehntah Daerah･

(2) Pengguna紬　工n紅as廿uktur SPBE Peme正ntah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemehntah

Daerah.

(3) Pembangunan d紬pengembangan In血as廿uktur SPBE Peme正ntah Daerah

harus didasarkan pada Arsitektur SPBE･

竹,坤st朋た加r問



(4) In請as血uktur SPBE Peme正ntah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 diぬsilitasi oleh PD yang menyelenggarakan urusan peme正ntahan

di bidang komunikasi dan inめrmatika･

Pasal17

(1) Peme正ntah Daerah dapat menyelengg鉦akan Pusat Data dan Pusat

Pemulihan Bencana jika:

a. Memenuhi standar pusat Data;

b. Memiliki hasil an粗isa kelaikan Pusat Data dan Pusat Pemulihan

Bencana; dan

c. Mendapatkan rekomendasi da正Kemente正an sesua上dengan ketentuan

perundang-undangan ･

(2) Pemehntah Daerah yang tidak menyelen籠arakan sendih Pusat Data dapat

menyelenggarakan Pusat Da血dengan;

a. menggunakan msat Data nasion粗;dan/atau

b･ menggunakan恥sat Data pada Peme正nぬh Daerah Provinsi) atau non

Pemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan

pe ratu ranperu ndang- u ndangan ･

(3)恥sat Da屯　dan　恥sat Pemulihan Bencana Peme正nぬh Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan

penempatan, peny宣mp紬an, dan pengolahan data･

(4) Pembangunan msat Data d劃Pusat Pemulihan Bencana Pemerintahan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya 1 (satu) unit

pada setiap Peme正ntah Daerah･

(5) D瓢am h瓢Peme正ntah Daerah menyelen認arakan Pusat Data Peme正ntah

Daerah sendi正, Pusat Data Pe皿e正ntah Daerah w年jib:

a. Membuat keterhubungan dengan恥sat Data Nasional;

b. Menyediakanぬsilitas berbagi pakai dengan instansi lain;

c. Mendapatkan ser舶kat kelaik狐da正Menteh yang menyelenggarakan

urusan peme正ntahan komunikasi dan inめma缶ka;

d. Memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi

g紬g轡uan atau benc紬a sesuai dengan hsiko da正　dampak yang

didmbulk紬nya; dan

e. Memenuhi ketentuan peraturan pemndang-undangan･

(6) Rencana Keberlangsungan Kegiatan yang dimaksud pada ayat (5) huruf d

memuat paling sedi虹t:

a. Uraian komponen Pusat Da屯dan Pusat Pemul血an Bencana;

b･ Uraian da正organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan

pada Peme正ntah Daerah; dan

c. Uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur keヰa･

(7) Audit terhadap msat Data Pemerintah Daerah wajib dilaksanak餌paling

sedi虹t 1 (satu) kali se竜ap 2 (dua) tahun･

/8/jむsaf....



(8) Pusat Data dan dan msat Pemulihan Bencana Pemehnt血Daer血

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD yang

menyelen饗arak紬　urusan pemehntahan di bid紬g komunikasi dan

in fbmatika.

(9) Penyelen認ara紬msat Data Peme正nt血Daerah harus dilakuk紬oleh

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kapasitas tenaga ahli yang rpemiliki

ko皿petensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi工nめmasl sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan･

Pasal18

(1) Peng糾na紬Ja正ng紬血tra Peme正nt血Daerah be巾uan untuk m中aga

keamanan dalam melakukan pen親nman da屯dan inめmasi antar simpul

｣amgan dalam Pemehntah Daerah･

(2) Peme正ntah Daer血menyelenggarak紬Jahngan工ntra Peme正ntah Daerah･

(3) Penyelen鶉紬aan J証ng細　工n廿a Peme轟ntah Daer血　sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun

sendih oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia

jasa layanan ｣anngan･

(4) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan jaringan komunikasi
in廿a Peme正ntah Daerah dan keamanan Jahngan工ntra Peme正ntah Daerah

y紬g dilaks狐ak紬oleh PD y紬g menyelen綬arak紬urus紬peme正n屯h紬

di bidang komunikasi dan inめmatika･

Pas粗19

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk

memudahkan d瓢am melakukan integrasi antar Layanan SPBE･

(2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ･

(3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pemerintah Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Ja正ngan ln廿a Peme正ntah Daerah

dengan Ja正ngan重n債a peme正ntah;

b. memenuhi stand狐intc調perabilitas ant紬Layanan SPBE;

c. me可amin kemampuan keterhubungan dengan Sistem Penghubung

Layanan pemehntah daerah lain dan Sistem Penghubung Layanan

peme正ntah nasional

d. mendapa瞭an pe血mbangan kelaikan operasi da正　menteri yang

menyelen総arakan urusan peme正ntahan di bidang komunikasi dan

inめmatika; dan

e. mendapatkan pe血mbangan kelaikan keamanan da正kepala lembaga

yang menyelenggarakan tugas peme正ntahan di bidang keamanan siber･

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemehntahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

(1〉　Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemehntah Daerah untuk membe正kan

Layanan SPBE･

p) Aplt.kas,‘....



(2) Aplikasi SPBE sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1) terdih atas:

a･ Aplikasi umum; dan

b. Aplikasi Khusus･

(3) Kete呼adu劃　pembangun紬　d紬　pengembangan Aplikasi SPBE

dik○○rdinasikan oleh PD yang menyelen綬紬akan urusan peme正ntahan di

bidang komunikasi dan inめrmatika･

Pasal21

(1) Pemb紬即n紬　d紬　pengembang紬　Aplikasi SPBE men糾tamakan

pen謎unaan kode sumber terbuka･

(2) Dalam hal pembangun狐d紬pengemb紬gan Aplikasi SPBE menggunakan

kode sumber te虹utup, Peme正ntah Daerah harus mendapa此an

per心mb紬g狐dah mente正yang menyelen綬arak紬urusan pemehntah紬

di bidang komunikasi dan inめ皿atika･

(3) Pemban糾nan aplikasi sebagaim紬a dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan metodologi Sgste肌DeLJezop肌e庇Lire Cgcze (SDLC).

(4) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
mencakup :

a. perencanaan sistem melipu也pene重jemahan kebutuhan/ persyaratan

bisnis ke dalam spes沌kasi desain;

b. An瓢isis sistem melipu心menganalisa kebutuhan sistem dan membuat

batasan sistem dan mende鱒nisikan kebutuhan sistem;

c. Desain sistem melipu亀merancang interaksi obyek d紬血ngsi pada

sistem, merancang database, merancang user inter魚ce;

d.重mplemenぬsi sistem melipu也　pembuatan database, implementasi

desain ke d瓢am kode sumber, pembuatan aplikasi berdasarkan desain

sistem, peng可ian dan perbaikan aplikasi (debugging), implementasi

integrasi dan inteporabili屯s sistem;

e. pengu]ian sistem meliputi penetration testing, system testing,

integration testing, User Acceptance Test (UAT) ;

f. Pemeliharaan siste皿meliputi perbaikan atau koreksi sistem sesu証

peminta狐pengguna･

(5) Dalam memb紬gun/mengembangkan aplikasi, aplikasi hams dilengkapi

dokumentasi aplikasi, melipu吐

a. dokumen kebutuhan aplikasi meliputi kebutuhan hardware, so紅ware

dan ja正ngan;

b. dokumen perancangan aplikasi meliputi diagram proses bisnis,

diagram alir data) st調ktur basis da屯dan relasinya;

c. dokumen spesi鯖kasi teknis aplikasi,請ngsi dan modul yang terdapat

dalam aplikasi;

d. dokumen manual aplikasi melipu血manual instalasi dan kon組gurasi,

prosedur pemeliharaan backup dan restore aplikasi, pen綬unaan

aplikasi ;

e. dokumen laporan hasil巾i keamanan, perめmance dan debugging yang

dilaksanakan oleh仕m peng可i dan telah dinyatakan lolos哩;

fkode....



f. kode sumber dengan pe可elasan虹ngsi masing-masmg prosedur･

(6) Dalam hal pembangunan aplikasi dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode

sumber aplikasi yang dibangun/ dikembangkan me両adi hak cipta

Pemehntah Kota Sibolga dan milik negara･

(7) Se血ap PD w却b melakuk紬monit〇五ng evaluasi terhadap penyelen幾組aan

layanan aplikasi SPBE secara berkala･

Pas瓢22

(1) PD menyerahkan kode sumber terbuka, kode sumber aplikasi tertutup,

dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk kompilasi kode sumber

dalam bentuk elek血onik kepada PD yang menyelen籠arakan peme正ntah

bidang komunikasi dan inめmatika･

(2) Pemerintah Daerah menyerahkan kode sumber terbuka, kode sumber

aplikasi te請utup, dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk

kompilasi kode sumber dalam bentuk elektronik kepada Menteri bidang

komunikasi dan infbma心ka.

(3) Kode sumber dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaim紬a dimaksud

pada ayat ( 1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah

berbasis elek廿onik nasional dan kepentingan Peme正ntah Daerah･

(4) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

disertai dokumen elektronik paling sedikit:

a. Detil teknis database (deねiz o/da亡abase印gt’nee7血g des千gn);

b. desain teknis pengemb紬gan aplikasi;

c. manual bagi adminis廿ator;

d. manual bagi pengguna;

e. manual instalasi; dan

f. manual penanganan masalah /肋ottbzes九〇轟’ng)･

Pasal 23

( 1) Pemerintah Daerah mengembangkan pusat aplikasi (repos青to7u) aplikasi･

(2) Pusat aplikasi (repos番to均) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan

sekumpulan paket aplikasi atau program da正suatu Sistem Elektronik

yang digunakan untuk menu叩ang kine宣ja da正suatu aplikasi program･

(3) Aplikasi dan kode sumber sebagaimana dimaksud dalan pasal 22 ayat (1)

ditempatkan pada pusat aplikasi (repos允oru) untuk kepentingan kegiatan

peme正ntahan di wilayah Negara Kesatuan Republik量ndonesia･

(4) Hak akses pusat aplikasi (repository) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
h紬ya dibe正kan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) ･

Pasal24

(1) Peme正ntah Daerah h紬us men鑑unakan Aplikasi Umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan ･

(2) D粗am h血　Pemerintah Daerah　心dak menggunakan Aplikasi Umum,

Peme正ntah Daerah dapat men繋unakan aplikasi s匂enis dengan Aplikasi

Umum.

/3)Dala肌....



(3) Dalan menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) , Peme轟ntah Daerah harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi s句ems sebelum Aplikasi Umum

ditetap kan ;

b. melakukan k年jian biaya dan manぬat terhadap pen深いnaan dan

pengembangan aplikasi s匂enis;

c. melakukan pengembangan aplikasi s匂enis yang disesuaikan dengan

Proses Bisnis dan請ngsi pada Aplikasi Umum; dan

d. mendapatkan pe血mbangan da正　menteh yang menyelenggarakan

umsan peme正ntahan di bidang komunikasi dan inめrma也ka･

Pas粗25

(1) Pemehntah Daerah dapat melakukan pe皿bangunan dan pengembangan

Aplikasi musus.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi musus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus

mendapa比an pe虹imbangan dad mente正y狐g menyelengg紬akan urusan

peme轟ntahan di bidang aparatur negara･

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi　畑usus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi stand紺te血is dan prosedur

pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang telah dite自pkan

oleh Pemehntah msat.

(5) PD dapat mengajukan pembangunan/ pengembangan aplikasi khusus
sesuai dengan tugas pokok dan珊ngsinya･

(6) Setiap pembangunan/pengembangan Aplikasi Khusus harus:

a･ mengacu pada Arsitektur SPBE dan PeぬRencana SPBE Pemerin屯h

Daerah;

b. dik○○rdinasik孤　dengan PD urusan bidang komunikasi dan

inめ調a伍ka ;

c. dan mendapa此an izin/rekomendasi da正Kemente正an sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(7) Aplikasi畑usus yang dibuat hams dapat dimanぬatkan sesuai dengan

t可uannya dan memiliki血ngsi inteporabilitas atau bisa diintegrasikan

dengan aplikasi SPBE yang lain･

Pasal 26

(1) D瓢am mengakomodasi請ngsi in健porabilitas aplikasi, Pemehntah Daerah

menerapkan sistem Cわびemmeれt Serulce B職s (GSB) untuk mengelola

integrasi dan pe巾ukaran data.

(2) D瓢am melaksanakan penerapan sistem Goひemme庇Serひjce Bus (GSB),

Dinas Komunikasi dan lnfbma仕ka menggunak狐aplikasi sebagai sistem

Goz/em肌e融Sen/ice B撮s (GSB) di Pemerintah Daerah･

/3) Apab!’ね....



(3) Apabila血ngsi inteporabilitas aplikasi tidak men務unakan sistem GSB

yang telah diterapk紬　Peme正n屯h Daer血, maka aplikasi dapat

men籠叫nakan aplikasi lain yang s匂enis atau rest API da正Aplikasi SPBE

untuk dapat be正ntegrasi dengan Aplikasi SPBE yang lain･

(4) PD wajib memfasilitasi layanan pertukaran data dengan PD yang lain,

pemehntah pusat, peme正ntah pr〇五nsi dan pemehnt血daerah lain sesuai

dengan ketentuan perundang輸undangan yang berlaku ･

Pasal27

(1) Situs Website Peme正ntah Daerah men籠unak紬　Nama Domain

sibolgakota. go. id ･

(2) Situs Website PD wajib menggunakan Sub Domain Kota Sibolga.

(3) Sub Domain dapat dimanfaatkan untuk situs website PD dan layanan PD.

(4) Pengelolaan inめmasi dan layanan pada sub doma血mempakan t紬籠ung

j盆WabPD.

(5) Nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) ditetapkan dan dikelola oleh PD bidang urusan komunikasi dan

inめmatika sesuai dengan ketentuan pemnd弧g-undang狐yang berlaku ･

Bagian Kesepuluh

Keaman劃SPBE

Pasal 28

(1) Keaman狐　SPBE mencakup pe垂aminan kerahasia狐, keutuhan,

ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (れoれr写p重tdjaできori) sumber daya

terk証t da屯dan inめmasi,工n血astmktur SPBE, dan Aplikasi SPBE･

(2) Penjaninan kerahasiaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan

mel瓢uipenetapan粗as班kasi keamanan, pembatasan akses･ dan

pengendalian ke劃anan lainnya･

(3) Pe両aminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan

mel血ui pendeteksian modi鯖kasi ･

(4) Pe垂aminan ketersediaan sebagaimana dimaksud padaayat (i) dilakukan

melalui pcnyediaan cadangan dan pemulihan･

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(6) Penjaminan kenirsangkalan (rLoれrepudjaき壬on) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan

pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE･

(2) D粗am menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan pemasalahan

Keamanan SPBE, Peme正ntah Daerah dapat melakukan konsultasi dan /

atau k○○rdinasi dengan kep粗a lembaga yang menyelen綬arakan tugas

pemehntahan di bidang keamanan siber･

/3/ Pe7iempaJi....



(3) Penerap紬Keam紬紬SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur

Keamanan SPBE yang ditetapkan oleh Peme正ntah恥sat･

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

(1) Lとげanan SPBE terdi正atas:

a. Iayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

b. 1ayanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hayanan SPBE yang

mendukung tata laksana internal birokrasi d瓢am rangka meningkatkan

虹ne重ja dan akun屯billitas Peme正ntah Daerah･

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan

pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

(4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan

Pemehntah Daerah dik○○rdinasikan oleh mente正yang menyelenggarakan

uⅢsan peme轟ntahan di bidang ap紬atur neg狐a deng紬mengikutse轟akan

mente正yang menyelenggarakan urusan peme正ntahan dalam negeri･

Pasal31

(1) I,ayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung

kegiat紬di bidang perencana紬, pengan製aran, keuangan, pengadaan

b紬ang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan b紬ang milik negara,

pengawasan, akuntabilitas kinelja, dan layanan lain sesuai dengan

kebutuhan internal birokrasi pe皿e正ntah狐･

(2)ぬy紬an administrasi pemerint血an berbasis elektronik diterapkan deng紬

pemban糾nan d紬pengembang紬Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20.

Pasal 32

( 1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan,

pen脚ar紬, peke寄a紬　d紬　usaha, tempat tin綬al, komunikasi dan

inめmasi, 1ingkungan hidup, kesehatan, ｣amnan sosial, ener軌

perbankan, perhubung紬, sumber daya alam, pa五品sata, dan sektor

strategis lainnya.

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di

Pemehntah Daerah.

(3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutanakan

pen饗unaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24･

(4) Dalam ha=ayanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi
Khusus, Peme正ntah Daerah dapat melakukan pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud d粗am Pasal 2 5･

BABIV出.



BABIV

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

(1) Manajemen SPBE meliputi:

a. man劉emen正siko;

b. man劉emen keamanan infbmasi;

c. man劉e皿en data;

d. man劉emen aset teknologi inめmasi dan komunikasi;

e. man劉emen sumber daya manusia;

f. manajemen pengetahuan;

9. manajemen perubahan; dan

h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
be呼edoman pada Standar Nasional Indonesia yang telah ditetapkan

Peme正ntah Pusat.

Bagian Kedua

Manajemen Resiko

Pas瓢34

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a
bertujuan untuk menjanin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan

dampak正siko d瓢am SPBE･

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi,
analisis, pengendalian, pemantauan, d紬evaluasi terhadap risiko dalam

SPBE.

(3) Manajemen risiko sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang telah ditetapkan

Peme正ntah Pusat.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Wali Kota atau PD berkoordinasi
dan dapat melakukan konsulぬsi dengan mente正yang menyelenggarakan

urusan peme正ntahan di bidang ap紬atur negara･

Bagian Ketiga

Manajemen Keananan lnformasi

Pasal 35

(1) Manajemen keamanan infomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat ( 1) huruf b bertujuan untuk menjanin keberlangsungan SPBE dengan

meminimalkan dampak正siko keamanan infb皿asi･
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(2) Manajemen keamanan infomasi dilakukan melalui serangkaian proses

yang melipu也penetapan mang lingkup, penetapan penan籠ung ｣awab,

perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan

berkela可utan terhadap keamanan inめmasi dalam SPBE ･

(3) Manajemen keamanan infomasi sebagaimapa dimaksud pada ayat (2〉

dilaksanakan berdas紬k紬　pedoman man劉emen keamanan infbmasi

SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan man雀jemen keamanan inめmasi, Wali Koぬatau PD

berk○○rdinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga

yang menyelenggarakan tugas peme正ntahan di bidang keamanan siber･

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 36

(1) M狐年jemen data sebagaimana Pasal 33 ayat (1) bumf c be正中uan untuk

me巾amin teⅣ可udnya data yang akurat, mutakhir, te正ntegrasi, dan dapat

diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengendalian pembangunan ･

(2) Ma埋jemen data dilakukan mel瓢ui serangkaian proses pengelolaan

arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan ku血itas data･

(3) Manajemen data sebagaimapa dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman m和利emen data SPBE･

(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Wali Kota atau PD berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan mente正yang menyelen幾組akan

urusan peme正ntahan di bidang perencanaan pembangunan nasional･

Bagian Kelima

Manajemen Aset TIK

Pasal37

(1) Manajemen aset teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) sebagaimana
dimaksud dala皿Pas血33 ayat (1) huruf d be直面uan untuk me垂amin

ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan

komunikasi dala皿SPBE.

(2) Ma埋jemen aset teknologi inめmasi dan komunikasi dilakukan melalui

serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan

penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam

SPBE.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen

aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi infomasi dan komunikasi,
Wali Kota aぬu PD berk○○rdinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan

mente正　yang menyelengg紬akan urus紬　peme正ntahan di bidang

komunikasi dan inめma也ka.
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Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 38

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan

peningkatan mutu layanan dal紬SPBE･

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses

perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber

daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen sumber daya rna.nusia memastikan ketersediaan dan
kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE

dan Manajemen SPBE･

(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdas紬kan pedoman man劉emen sumber daya manusia

SPBE.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Wali Kota atau PD
berk○○rdinasi dan dapat melakukan konsulぬsi dengan mente正yang

menyelen製arakan uⅢsan pemerintahan di bidang ap紺atur neg紬a･

Bagian Ketujuh

Manaj emen Pengetahuan

Pasal 39

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan

mendukung proses peng狐bilan keputusan dalam SPBE･

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses

pen即mpulan, pengolahan) peny宣mpanan, peng糾naan, dan alih

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dala皿SPBE ･

(3) Ma埋iemen pengetahu劃　sebagaimana dimaksud pada争yat (2〉

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Wali Kota atau PD
berk○○rdinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kep瓢a lembaga

peme轟ntah non kementehan yang menyelengg紬akan tugas peme正ntah紬

di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelap紬

Manajemen Perubahan

Pasal 40

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 33 ayat (1)
huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan

kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi

dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses

perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan

evaluasi terhadap perubahan SPBE.
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(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdas紬kan pedoman man劉emen perubahan SPBE･

(4) Dalan pelaksanaan manajemen perubahan, Wali Kota atau PD
berk○○rdinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang

menyelen務arakan u調san pemehntahan di bidang ap紬atur neg紬a･

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal41

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf h be青山uan untuk me巾amin keberlangsungan dan meningkatkan

kualitas Layanan SPBE kepada Pen幾世na SPBE･

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses

pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian I.ayanan SPBE, dan

pengelolaan Aplikasi SPBE･

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah,

pemintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan lnfrastruktur

SPBE dan Aplikasi SPBE･

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kegiatan pemban糾nan dan pengembangan aplikasi yang

be呼edoman pada metodologi pemban糾nan dan pengembangan Aplikasi

SPBE.

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimapa dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman man劉emen Layanan SPBE･

(7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Wali Kota dan PD
berk○○rdinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan mente轟yang

menyelenggarakan uru掛n pemerintahan dibidang komunikasi dan

inめmatika.

BABV

AUDIT TEKNOLOG=NFORMASI DAN KOMUN重KAS工

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

(1) Audit Teknolo由Inめ皿asi dan Ko皿unikasi terdi正atas:

a. audit重n紅ast｢uktur spB巴;

b. audit Aplikasi SPBE; dan

c. audit Keamanan SPBE.
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(2) Audit Teknologi宣nめ調asi dan Komunikasi meliputi peme正ksaan hal pokok

teknis pada:

a･ penerapan tata kelola dan man劉emen teknologi inめrmasi dan

komunikasi;

b･血ngsionalitas te血ologi inめmasi dan komunikasi;

c. kine寄a teknologi inめ皿asi dan komunikasi y紬g dihasilkan; dan

d･ aspek teknologi infbmasi dan komunikasi lainnya･

(3) Audit耽血olo痩Inめmasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga

pelaksana Audit Teknolog=nめmasi dan Komunikasi peme正ntah atau

lembaga pelaksana Audit Teknologi　量nめmasi dan Ko皿unikasi yang

tera血editasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan･

(4) Audit Teknolog=nめmasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan

ke囲akan umum penyelengg紬aan Audit Teknologi lnめrmasi dan

Komunikasi yang ditetapkan Pemehntah･

Bagian Kedua

Audit重n缶astmktur Sistem Peme正ntahan Berbasis Elek廿onik

Pasal 43

(1) Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemehntah Daerah

sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat ( 1) huruf a dilaksanakan paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)屯hun oleh Peme正ntah Daerah･

(2) Audit工n打as血uktur SPBE Pemehntah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata c紬a pelaksanaan

audit工n血astruktur SPBE.

(3) Dalam melaksanakan audit　賞n血astruktur SPBE Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ∈Ⅳat (2), Peme正ntah Daerah berk○○rdinasi

dengan menteh yang menyelen籠arakan urusan peme正ntahan di bid紬g

komunikasi dan inめmatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

audit重n舟as廿uktur SPBE Peme正ntah Daerah.

Bagian Ke也ga

Audit Aplikasi Sistem Peme正ntahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

(1) Audit Aplikasi SPBE terdih atas:

a. audit Aplikasi u皿um; dan

b. audit Aplikasi Khusus･

(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan

berdasark紬s屯ndar dan tata c紺a pelaksanaan audit Aplikasi SPBE･

(3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a
dilaksanakan 1 (satu) kali d瓢am 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga

peme正ntah non kemente正an yang menyelenggarakan tugas pemerintah紬

di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

(4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan paling sedi貼t 1 (satu) kali d血am　2 (dua) tahun oleh

Pemehntah Daerah.
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(5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelen幾arakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

inめmatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi

Khusus.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Siste皿Pe皿e正ntahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

(1) Audit kea皿anan SPBE terdiri a血s:

a. audit keamanan ln打astruktur SPBE Peme正ntah Daerah; dan

b. audit keamanan Aplikasi Khusus･

(2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan standar dan tata c紬a pelaksanaan audit Keamanan SPBE･

(3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huⅢf b dilakukan paling sed亜t 1

(satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh PD yang membidangi bidang

Komunikasi dan重nめmatika dengan berk○○rdinasi kep瓢a lembaga yang

menyelen総arakan tugas pemehntahan di bidang keamanan siber･

(4) Dal劃melaksanakan audit keam紬an工n舟astruktur SPBE Pemerintah

Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelen籠arakan urusan peme正nぬhan di bidang komunikasi dan

inめma心ka terkait peman屯uan, ev瓢uasi, dan pelaporan audit keamanan

ln紅astmktur SPBE Peme正ntah Daerah dan audit keamanan Aplikasi

musus.

BABVI

PENYELENGGARA SISTEM PEMER工NTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 46

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE,
Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta

pemantauan dan evaluasi SPBE, maka dibentuk Tim Koordinasi SPBE

Peme正ntah Daerah.

(2) Tim K○○rdinasi SPBE Peme正n岨h Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

(3) Tim K○○rdinasi SPBE Peme正n屯h Daerah mempunyai tugas melakukan

k○○rdinasi dan penerapan ke坤akan SPBE Peme轟ntah Daerah･

(4) Tim K○○rdinasi SPBE Peme正ntah Daerah dibentuk dan ditetapkan melalui

Keputusan Wali Ko屯.
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BABVI重

PERCEPATAN S重STEM PEMERINTAHAN BERBASIS EしEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pas血47

(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah.

(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk紬dengan

membangun Aplikasi Umum dan In紅as廿uktur SPBE untuk memberikan

Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

(1) Pembangunan dan/a屯u pengemb紬gan Aplikasi Umum di叫ukan untuk

membe正kan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintah餌

dibidan8:

a･ perencanaan;

b. penganggaran;

c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;

d. akuntabilitas kine寄a;

e. pemantauan danevaluasi;

f. kears宣pan;

9. kepegawaian; dan

h･ pengaduan pelayanan publik･

(2) Peme正ntah Daerah Mencegah dan/a血u menghentikan pembangunan dan

pengembangan aplikasi s匂enis dengan Aplikasi Umum sebagaimana

dimaksud padaとげat (1).

(3) Peme正ntah Daerah, d血am menggunakan aplikasi s匂enis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3〉.

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemehntah,

Akuntabilitas貼ne寄a, Pemantauan danEvaluasi

Pasal 49

(1) Untuk op也m瓢isasi,廿ansp紬紬si, dan akuntabilitas pada perencanaan,

pengan綬aran, dan pengadaan barang dan jasa pemehntah, diperlukan

kete叩aduan terhadap　打oses Bisnis perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang dan jasa peme正ntah, akuntabilitas kine重ja,

pemantauan dan ev血uasi Pemerintah Daerah･
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(2) Pe叫yusunan keterpaduan　打oses Bisnis perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang dan ｣asa peme正ntah, akuntabilitas　瞳ne轟a, dan

pemantauan dan ev粗uasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, peng紬ggarar,

pengada紬　barang dan ｣asa peme正ntah, akun屯bilitas kine車a,

peman屯uan dan ev瓢uasi sebaga王mana dimaksud pada ayat ( 1) diterapkan

melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan,

1ayanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabili屯s kine重ja,

dan layanan pemantauan dan evaluasi.

(4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalui:

a. bagi pakai da血perenc孤aan, penganggaran, pengadaan barang dan

｣asa pemehntah, akuntabilitas kine寄a, peman岨uan dan evaluasi;

b. penyelenggaraan basis da血te正ntegrasi untuk bagi pakai da自; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi perenc盆naan,　penganggaran,

pengadaan, akuntabilitas kine重ja, dan pemantauan dan evaluasi yang

te正ntegrasi.

(5) Inte釘asi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dik○○rdinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan peme正ntahan di

bidang perencanaan pembangunan daerah dan dik○○rdinasikan oleh

Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Kearsipan

Pasal 50

(1) Untuk elisiensi penyelenggaraan administrasi peme正ntahan dan

penyelenggaraan kearsipan yang te呼adu, dilakukan penerapan ke紬sipan

berbasis elek廿onik bagi seluruh PD.

(2) Penyusunan keterpaduan P調ses Bisnis pengelolaan kearsipan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perund紬g-undangan.

(3) Keterpaduan打oses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar PD.

(4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud padaayat (3)

dilakuk紬melalui:

a. Bagi pakai arsip dan inめmasi kearsipan dalam PD, dan/a屯u

antar PD;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan

inめmasi kearsipan;dan

c. penyelenggara紬sistem aplikasi kearsipan y紬g tehntegrasi.

(5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud padaayat (4)

dik○○rdinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan inめmatika.
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Paragraf 4

Kepegawaian

Pasal51

(1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara

(ASN), dilakukan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
berbasis elek廿onik bagi selumh Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Aparatur Sipil Negara

(ASN) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan･

(3〉　Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Aparatur Sipil Negarq

(ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi

layanan kepegawaian untuk kon501idasi da屯Aparatur Sipil Negara (ASN)

da正semua semua PD pada Pemerintah Daerah.

(4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada　争yat (3)

dilakukanmel瓢ui :

a. bagi pakai da屯kepegawaian dengan工nstansi Pusat, dal劃Peme正ntah

Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian. yang

menyelenggarakan tugas peme正n屯han di bidang man劉emen

kepegawaian dengan Peme正ntah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan

inめmasi kepegawaian ;

c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawai紬yang te正ntegrasi; dan

d. penyelenggaraan　廿ansaksi layanan kepegawai紬　紬tara Pemerintah

Daerah dan lembaga peme正ntah non kementerian yang mempunya宣

tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen

ke pegawaian.

Para繍af 5

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 52

(1) Untuk kecepatan,廿狐sparansi, din　akuntabilitas pelayanan publik,

dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elekむonik bagi

Peme正ntah Daerah.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemturan perundang輸undangan.

(3) Keterpaduan　打oses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengadu孤

berbasis elektronik.

(4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakuk狐melalui:

a. bagi pakai data dan inめmasi pengaduan pelayanan publik di

lingkung狐Peme正ntah Daerah, dan/atau antar量nstansi恥sat dan

Peme正ntah Daerah;

b. penyelenggaraan basis data te正ntegrasi untuk bagi pakai data dan

inめrmasi pengaduan pelayanan publik;dan

c. pengeienggaγaan. …



c･ penyelengg紬aan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang

te正n tegrasi.

(5)工ntegrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dik○○rdinasikan PD yang menyelenggarakan urusan

peme正ntahan di bidang komunikasi dan inめmatika.

Bagian Ketiga

Pendanaan Percepatan SPBE

Pasal 53

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Peme正ntah Daerah

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Bela可a Daerah.

BABVIⅡ

pEMANTAUAN DAN BVALUAsl s宣sTEM pEMERIN皿HAN

BERBASIS ELEKTRONIK

Pas瓢54

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan

meningkatkan kualitas SPBE di Peme正ntah Daerah.

(2) K○○rdinator SPBE Peme正ntah Daerah melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap SPBE pada Pemerintah Daerah secara berkala.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dik○○rdinasikan oleh mente正yang menyelenggarakan urusan

peme正ntahan di bidang aparatur negara.

(4) Pemantauan dan ev血uasi sebagaim紬a dimaksud dalam ayat (1)

didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapk紬Peme正ntah.

(5) Pedoman ev瓢uasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan

bagi k○○rdinator SPBE Peme正ntah Daerah untuk melakukan peman屯uan

dan ev瓢uasi sebagaim紬a dimaksud dalam ayat (2).

BABIX

KETENTUAN PERAL重HAN

Pasal 55

(1)工n血astruktur SPBE Peme正n屯h Daerah yang telah tersedia, tetap

dimanぬatkan sampai dengan adanya penetapan In血as廿uktur SPBE

Nasional oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi d狐inめ調atika.

(2) Aplikasi yang telah tersedia di Peme正ntah Daerah tetap dimanねatkan

sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum yang dite屯pkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan peme正ntahan di bidang aparatur negara.

PasaJ 56....



Pasal 56

Pemehn屯h Daerah berkonsultasi dengan mente正yang menyelenggarakan

umsan pemerintahan di bidang komunikasi dan inめmatika dalam

melakukan proses peralihan dad:

a. In紅astruktur SPBE Peme轟ntah Daerah ke工n缶as廿uktur SPBE Nasional;

dan

b. Aplikasi s匂enis Aplikasi Umum yang diselenggarakan oleh Peme正ntah

Daerah ke Aplikasi Umum.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se也ap orang mengetahuinya, meme正n岨hkan pengundangan Peraturan

W瓢i Koぬini dengan penempatannya dalam Be正ta Daerah Ko血Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 05 Ap正l 2023

wAL工Ko皿sIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 05 Ap正l 2023

sEKRE払R宣s DAERAH Ko恥sIBOLGA,

dto.

MHD. WSUF BATUBARA

BER重TA DAERAH Ko船s重BOLGA皿HUN 2o23 NOMOR 496

Salin紬sesuai dengan aslinya


